
 

 

 
 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR    33   TAHUN 2014  
TENTANG 

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan 
perguruan tinggi keagamaan, perlu mendirikan Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; 

b. bahwa penegerian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Bengkalis telah mendapat persetujuan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor: B/3143/M.PANRB/8/2014, tanggal 20 Agustus 
2014, perihal: usul penegerian Sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAIN) Meulaboh dan Bengkalis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Agama tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Bengkalis; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

6. Peraturan … 
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6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Agama  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1114); 

   

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS. 

 
Pasal 1 

(1) Dengan Peraturan Menteri Agama ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Bengkalis.  

(2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis berlokasi di Bengkalis, 
Provinsi Riau. 

Pasal 2 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun 
ilmu pengetahuan agama Islam dan jika memenuhi syarat dapat 
menyelenggarakan pendidikan profesi. 

Pasal 3 

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri Bengkalis dapat menerima dana dari pemerintah daerah 

maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 4 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, semua kekayaan, 
mahasiswa, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis 

dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri Bengkalis. 

Pasal 5 

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, semua pegawai 
yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis tetap menjalankan 
tugasnya. 

(2) Pengaturan mengenai pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada ketentuan perundang-undangan.  

 

 

 

 Pasal 6 …. 



Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan
peraturan pelaksanaan lainnya ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 7

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Agama ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1356

Pit. Kep

Jdengan aslinya
Agama RI
n Kerja Sama Luar Negeri

ddin Latief, M.M
1985101001LJ


